






































PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TTMUR

PROVINSI SUUWESI SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TTMUR

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023

Menimbang

Menglngat

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Program Pembentukan Produk Hukum Daerah., sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang
Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2023;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801):

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);



5. Peraturan Menteri Dafam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Datam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran
Daerah Tahun 2018 Nomor 32), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 81)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LUWU TTMUR TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TTMUR TAHUN 2023

KESATU Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD.

KEDUA Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi
pedoman bagi DPRD Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

KEHGA Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
sebagaimana dimaksud dengan diktum KEDUA berpedoman pada
ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan peiaksanaan
Keputusan DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Ditetapkan di Malili
pada tanggal November 2022

^KETUA DPRD,|,

iARIPIN

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar

2. Bupati Luwu Timur di Malili
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur di Malili
4. Ketua BAPEMPERDA di Malili

5. Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili



5. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dlubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu
TImur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran
Daerah Tahun 2018 Nomor 32), sebagaimana telah dlubah
dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 81)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ; KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023

KESATU

KEDUA

KEHGA

Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD.

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi
pedoman bagi DPRD Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
sebagaimana dimaksud dengan dlM^m KEDUA berpedoman pada
ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT Segala biaya yang dikeluarkan aklbat penetapan dan pelaksanaan
Keputusan DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Ditetapkan di Mallli
pada tanggaK3 November 2022

KETUA DPRD,

ARIPIN

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Seiatan di Makassar

2. Bupati Luwu Timur di Malili
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur di Malili
4. Ketua BAPEMPERDA di Malili

5. Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 16TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

TIMUR TAHUN 2023.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023

NO
JENIS TENTANG MATERI POKOK

STATUS

PELAKSANAAN

DISERTAI
UNIT/

INSTANSX

TERKAXT

TARGET

PENYAMPA

IAN

KETERAN6AN

BAR

U

UBA

H

HA
Penjelasa
natau

keterang
an

X 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Peraturan

Daerah

Perubahan

atas Peraturan

Daerah Nomor

7Tahun 2011

Tentang

Rencana Tata

Ruang Wilayah

Kab. Luwu

Timur

Mengubah Pasal-Pasal
dalam Peraturan Daerah

Nomor 7Tahun 2011

menyesuaikan dengan
dinamika pembangunan,
perubahan peraturan
perundang-undangan dan
kebijakan penataan ruang
nasional

V Undang-Undang
No. 11 Tahun 2020

tentang CIpta Kerja

V Semua SKPD Triwulan I

(Januari-
Maret)

Perangkat
Daerah

Pemrakarsa :

Badan

Perencanaan,

Penelltlan, dan
Pengembangan
Daerah

(Ranperda
Lanjutan)

2 Peraturan

Daerah

Pencegahan

Perkawinan

Usia Anak

Batas Usia Pernlkahan Anak

UsIa 19 (Sembllan Belas)
Tahun

V Undang-Undang
Nomor 23 Tahun

2022 tentang
Perllndungan
Anak

sebagaimana
teiah diubah

beberapa kali
terakhir dengan

V 1. Sekretariat

Daerah

2. Satpol-PP

Triwulan 1

(Januari-
Maret)

Perangkat
Daerah

Pemrakarsa :

Dinas

Pemberdayaan
Perempuan dan
Perllndungan
Anak (Ranperda
Lanjutan)



Peraturan

Daerah

Peraturan

Daerah

Peraturan

Daerah

Bantuan

Hukum Bagi

Masyarakat

Miskin

Perubahan

Atas

Peraturan

Daerah

Nomor 3

Tahun 2015

tentang

Desa

Pajak dan

Retribusi

Daerah

Penyelenggaraan Bantuan
Hukum bagi Masyarakat
Miskin di Kabupaten Luwu
Timur

V

Perubahan status Desa, dan
penghapusan ketentuan
mengenai Pemilihan Kepala
Desa, BPD dan Perangkat
Desa.

Pengaturan mengenai
restrukturasi jenis pajak,
sumber perpajakan daerah
yang baru, tarif dan
penyederhanaan jenis pajak
dan retribusi

V

V

Undang-Undang
Nomor 17 Tahun

2016 tentang
Perubahan kedua

atas Undang
undang Nomor
23 Tahun 2022

tentang
Perlindungan
Anak

Undang-Undang
Nomor 16 Tahun

2011 tentang
Bantuan Hukum

Undang-Undang

Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa

sebagaimana

diubah dengan
Undang-undang

Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta

Kerja

1. UU No. 1 Tahun

2022 tentang
Hubungan
Keuangan
antara

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintahan

Daerah

V

V

V

1. Dinas Sosial

2. BPKD

3. Satuan Pol-PP

1. Bagian
Pemerintahan

2. Disdukcapil

1. Sekretariat

Daerah

2. Dinas PUPR

3. Dinas

Pertanian

dan

Ketahanan

Pangan
4. Dinas

Perikanan

Triwulan I

(Januari-
Maret)

Triwuian I

(Januari-
Maret)

Triwuian I

(Januari-
Maret)

Perangkat
Daerah

Pemrakarsa :

Sekretariat

Daerah Bagian
Hukum

Perangkat
Daerah

Pemrakarsa :

Dinas

Pemberdayaan
Masyarakat
Desa

(Ranperda
Lanjutan)

Perangkat
Daerah

Pemrakarsa:

Badan

Pendapatan
Daerah



Peraturan

Daerah

Peraturan

Daerah

Naskah Hari

jadi Luwu

Timur

Pertanggung

jawaban
Pelaksanaan

APBD Kab.

Luwu Timur

TA. 2022

2. UU Nomor

Nomor 11

Tahun 2021

tentang

Cipta Kerja

Peraturan Menteri

dalam Negeri
Nomor 77 Tahun

2020 tentang
PedomanTeknis

Pengelolaan
Keuangan Daerah

5. Dinas

Perdagangan
,  koperasi,
UKM dan

perindustrian
6. DLH

7. DPKPP

8. DISHUB

9. DInas

Pariwisata,
Pemuda dan

olahraga
10. Dinas

Kesehatan

11. DPMPTSP

12. kecamatan

1. Dinas

Pendidikan

dan

Kebudayaan
2. Perpustakaa

n  dan

Kearsipan
3. Dinas

Pariwisata

Kepemudaan
dan Olahraga

Semua

Perangkat
Daerah

Triwulan I

panuari-
Maret)

Triwulan II

(Aprili-Juni)

Pemrakarsa :

DPRD

Perangkat
Daerah

Pemrakarsa :

Bagian
Keuangan dan
Aset Daerah



Peraturan

Daerah

Peraturan

Daerah

10

Perubahan

Kedua atas

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Luwu Timur

No. STahun

2016 tentang

Perangkat

Daerah

Sistem

Pertanian

Organik

Peraturan

Daerah

Perlindungan

dan

Pemberdayaan

Pembudidayaa

n Ikan Dan

Rumput Laut

Pembentukan Badan Riset

dan Inovasi Daerah

V

V

Pengaturan terkait
Kelembagaan, Pendanaan
dan Pembiayaan
Pembudidaya ikan dan
rumput laut

V

Peraturan Presiden

No.78 Tahun 2021

tentang Badan
Riset dan Inovasi

Nasional

Permentan Nomor

64/Permentan/Qt
.140/5/2013

Undang-Undang
Republik
Indonesia Nomor

7 Tahun 2016

tentang
Perlindungan dan
Pemberdayaan
Nelayan,
Pembudidaya
Ikan, dan
Petambak Garam

V

V

V

Badan

Perencanaan,
Penelltian dan

Pengembangan
Daerah

1. DInas

Pertanian

1. Dinas

Perikanan

Triwuian II

(April-Juni)

Triwuian II

(April-Juni)

Triwuian II

(Aprll-Juni)

Perangkat
Daerah

Pemrakarsa :

Bagian

Pemerintahan

Pemrakarsa

DPRD

Pemrakarsa

DPRD



11 Peraturan

Daerah

12 Peraturan

Daerah

13

14

Peraturan

Daerah

Peraturan

Daerah

Pencegahan
dan

Pemberantasa

n,

Penyalahguna
an dan

Peredaran

Gelap
Narkotika dan

Prekursor

Narkotika

Perubahan

Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah Kab.

Luwu Timur

TA. 2023

Zonasi Nilai

Jual Harga
Tanah

Penyesuaian
Kecamatan

Kalaena dan

Kecamatan

Angkona

Peiaksanaan

Pencegahan dan
Pemberantasan

Penyalahgunaan
dan Peredaran

Gelap Narkotika

V

V

1. Undang-undang
N0.35 Tahun

2009 Tentang
Narkotika

2. Peraturan

Menterl Dalam

Negeri No. 12
Tahun 2019

tentang
Fasllitasi

Pencegahan
dan

Pemberantasan

Penyalahgunaa
n dan

Peredaran

Geiap Narkotika
dan Prekursor

Narkotika

Peraturan Menterl

daiam Negeri
Nomor 77 Tahun

2020 tentang
Pedoman Teknis

Pengolahan
Keuangan Daerah

Peraturan

Pemerintah

Nomor 17 tahun

2018

tentang Kecamatan

V

V

1. Dinas

Kesehatan

2. Dinas Sosial

P3A

Satuan Pol-PP

Semua SKPD

1. DPKPP

2. BAPENDA

3. PUPR

1. Dinas

Kependudukan
dan

Pencatatan

Sipil
2. Satuan Pol-PP

Triwulan

IIIQuli-
September)

Triwulan IV

(Oktober-
Desember)

Triwulan IV

(Oktober-
Desember)

Triwulan IV

(Oktober-
Desember)

Perangkat
Daerah

Pemrakarsa ;

Badan

Kesatuan

Bangsa dan
Politik

Perangkat
Daerah

Pemrakarsa :

Badan

Keuangan Dan
Aset Daerah

(BKAD)

Perangkat
Daerah

Pemrakarsa

DPRD

Perangkat
Daerah

Pemrakarsa :

Bagian
Pemerintahan

Setdakab Luwu



3. Camat Kalaena

Camat

Angkona

Timur

15 Peraturan

Daerah

Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah TA.

2024

Mengubah Pasal-Pasal
dalam Peraturan Daerah

Nomor 7Tahun 2011

menyesuaikan dengan
dinamika pembangunan,
perubahan peraturan
perundang-undangan dan
kebijakan penataan ruang
nasional

V Peraturan Menteri

dalam Negeri
Nomor 77 Tahun

2020 tentang
Pedoman Teknis

Pengolahan
Keuangan Daerah

Semua SKPD Triwulan IV

(Oktober-
Desember)

Perangkat
Daerah

Pemrakarsa :

Badan

Keuangan Dan
Aset Daerah

(BKAD)

^Ketua DPRD,^
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PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024

Menimbang

Mengingat

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

;  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 1
dan ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Program Pembentukan E^oduk
Hukura Daerah., sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang
Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024;

:  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801):

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tala tertib Dewan Perwakilan
Raltyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telsih diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturain Dewan Perwakilan Ralq'at Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib
(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 32),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Dewan Perwakilan Ral^at Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021
Nomor 81)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024.

KESATU

KEDUA

KETIGA

Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan DPRD.

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU menjadi pedoman bagi DPRD Kabupaten Luwu
Timur dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

Pen5aisunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Timur sebagaimana dimaksud dengan diktum KEDUA
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.



KEEMPAT Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan
pelaksanaan Keputusan DPRD ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Malili
Pada teui^al 20 Npvember 2023

.. .. ' - • .

'  '^KETUA.D^

V
\

/; ARIPIN
v>.

Tembusan :

1. Gubemur Sulawesi Selatan di Makassar

2. Bupati Luwu Timur di Malili
3. Selaetaris Daerah Kabupaten Luwu Timur di Malili
4. Ketua BAPEMPERDA di Malili

5. Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

NO
JBNIS TENTANG BIATBRl POKOK

STATUS

BARU UBAH

PELAKSANAAN
DISERTAI

NA
PeqjelatBn

atau

keteiangaa

PERANGKAT

DAERAH TBRKAIT

TARGET

FBNTAMPAIAN
KETERANGAN

8 10

Peraturan

Daerah

Perubahan atas

Peraturan

Daerah Nomor

7Tahun 2011

tentang

Rencana Tata

Ruang Wilayah

Kabupaten

Luwu Timur

Mengubah pasal-
pasal dalam
Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2011

untuk menyesuaikan
dengan dinamika
pembangunan,
perubahan peraturan
perundang-
undangan dan
kebijakan penataan
ruang nasiongd

Undang-Undang
Nomor 6 Tahun

2023 tentang
Penetapan
Peraturan

Pemerintah

Pengganti Undang-
Undang Nomor 2
Tahun 2022

tentang Cipta Keija
menjadi Undang-
Undang.

Semua Perangkat
Daerah

Triwulan 1

(Januari-
Maret)

Perangkat
Daerah

Pemrakarsa:

Dinas

Pekeijaan
Umum &

Penataan

Ruang
(Ranperda
Lanjutan)



Peraturan

Daerah

Pencegahan

dan

Pemberantasan,

Penyalahgunaa
n dan

Peredaran

Gelap Narkotika

dan Prekursor

Narkotika

Pelaksanaan

Pencegahan dan
Pemberantasan

Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap
Narkotika dan

Prekursor Narkotika

1. Undang-undang
Nomor 35 Tahun

2009 Tentang
Narkotika

2. Peraturan

Menteri Dalam

Negeri Nomor 12
Tahun 2019

tentang Fasilitasi
Pencegahan dan
Pemberantasan

Penyalahguna
an dan

Peredaran Gelap
Narkotika dan

Prekursor

Narkotika

V 1. Dinas

Kesehatan

2. Dinas Sosial

P3A

3. Satuan Pol-PP

Triwulan I

(Januari-
Maret)

Perangkat
Daerah

Pemrakarsa:

Badan

Kesatuan

Bangsa dan
Politik

(Ranperda
Lanjutan)

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Layak Anak
Mewujudkan
Kabupaten yang
Layak Bagi
Kehidupan Anak

V Peraturan Menteri

PSA Nomor 12

Tahun 2022

tentang

Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota
Layak Anak.

1. Gugus Tugas
KLA

2. Save The

Children

3. TP-PKK

Triwulan I

(Januari-
Maret)

Perangkat
Daerah

Pemrakarsa :

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan

dan

Perlindungan
Anak.

Peraturan

Daerah

Pertanggung-

jawaban

Pelaksanaan

APED

Kabupaten

Luwu Timur

TA.2023

Peraturan Menteri

Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun

2020 tentang
Pedoman Teknis

Pengelolaan
Keuangan Daerah

V Semua Perangkat
Daerah

Triwulan I

{Januari-
Maret)

Perangkat
Daerah

Pemrakarsa :

Badan

Keuangan Dan

Aset Daerah

(BKAD)



Peraturan

Daerah

Rencana

Pembangunan

Jangka Panjang

Daerah Kab.

Luwu Timur

2025-2045

Program
Perencanaan

Pembangunan
Daerah Jangka
Panjang

1. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun

2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

2. Peraturan

Menteri Dalam

Negeri Nomor 86
Tahun 2017

tentang Tata
Cara

Perencanaan,

Pengendalian
dan Evaluasi

Pembangunan
Daerah, Tata

Cara Evaluasi

Rancangan
Peraturan

Daerah tentang
rencana

Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah dan

Rencana Jangka
menengah
Daerah, serta

tata cara

Perubahan

Rencana Jangka
Panjang Daerah,
Rencana

Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah dan

V Semua Perangkat
Daerah Triwulan II

(April-Juni)

Perangkat
Daerah

Pemrakarsa :

Badan

Perencanaan,

Penelitian dan

Pengembangan
Daerah



Peraturan

Daerah

Peraturan

Daerah

8 Peraturan

Daerah

Penyandang
Disabilitas

Penyesuaian
Kecamatan

Kalaena dan

Kecamatan

Angkona

Perubahan atas

Peraturan

Daerah Nomor

4Tahun 2019

tentang

Rencana

Pembangunan
Industri

Kabupaten
Luwu Timur

Tahun 2019-

2039

Perlindungan dan
pemenuhan hak-hak
penyandang
disabilitas

Kawasan Peruntukan

Industri dan Industri

Unggulan
Terintegrasi

V

Rencana Keija
Pemerintah

Daerah

Undang-Undang
Nonor 8 Tahun

2016 tentang

Penyandang

Disabilitas

Peraturan

Pemerintah

Nomor 17 tahun

2018

tentang Kecamatan

Undang-Undang
Nomor 3 Tahun

2014 tentang

Perindustrian dan

Peraturan Menteri

Perindustrian

Nomor 110/M-

IND/PER/12/2015

tentang Pedoman

Penyusunan

Rencana

V

Dinsos PSA

1. Dinas

Kependuduka
n dan

Pencatatan

Sipil
2. Satuan Pol-PP

1. Bapelitbangda
2. Dinas PUPR

Triwulan II

(April-Juni)

Triwulan III

(Juli-
September)

Triwulan III

(Juli-
September)

Pemrakarsa

DPRD

(Inisiatif)

Perangkat
Daerah

Pemrakarsa :

Bagian
Pemerintahan

Setdakab

Perangkat
Daerah

Pemrakarsa

Disdagkop



Pembangunan

Industri Provinsi

dan Rencana

Pembangunan
Industri

Kabupaten/ Kota

9 Peraturan

Daerah

Kesehatan Ibu,

Bayi Baru

Lahir, dan

Balita

Peningkatan
Kesehatan Ibu, Bayi
baru Lahir, Bayi dan
Balita sehingga
mampu mewujudkan
generasi masa depan
yang sehat, cerdas
dan berkualitas.

V V Dinas Kesehatan

Triwulan III

(Juli-
September)

Pemrakarsa :

DPRD

(Inisiatif)

10 Peraturan

Daerah

Fasilitasi

Penyelenggara-
an Pondok

Pesantren

Memberikan

dukungan dalam
penyelenggaraan
pesantren yang

mandiri

1. Kementerian

Agama Luwu
Timur

2. Dinas

Pendidikan

3. Badan

Kesbsingpol

4. Bagian
Kesejahtera-
an Rakvat

Triwulan IV

(Oktober-
Desember)

Pemrakarsa :

DPRD

(Inisiatif)



11 Peraturan

Daerah

Perubahan

Anggaran

Pendapatan
dan Belanja
Daerah

Kabupaten
Luwu Timur

2024

Perubahan

penganggaran untuk
raenyesuaikan
dengan
perkembangan
kebutuhan alokasi

anggaran dari
penyesuaian dengan
prognosis anggaran

V Peraturan Menteri

Dalam Negeri

Nomor 77 Tahun

2020 tentang

Pedoman Teknis

Pengelolaan

Keuangan Daerah

V Semua Perangkat
Daerah

Triwulan IV

(Oktober-
Desember)

Perangkat
Daerah

Pemrakarsa :

Badan

Keuangan Dan
Aset Daerah

(BKAD)

12 Peraturan

Daerah

Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Daerah

TA.2025

Perencanaan

penganggaran dalam
mendukung
penyelenggaraan
pemerintahan daerah

Peraturan Menteri

Dalam Negeri

Nomor 77 Tahun

2020 tentang

Pedoman Teknis

Pengelolaan
Keuangan Daerah

V Semua Perangkat
Daerah

Triwulan IV

(Oktober-
Desember)

Perangkat
Daerah

Pemrakarsa :

Badan

Keuangan Dan
Aset Daerah

(BKAD)
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